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5. Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  Nomor  12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6847);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan 

Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6883); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 648); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3), 

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 Nomor 1); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah  

Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 1); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 2); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor … Tahun 2025 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
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Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember 

Tahun Nomor … ); 

22. Peraturan Bupati Jember Nomor … Tahun 2025 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

 

 
 

 
 

MEMUTUSKAN  : 

        

Menetapkan       :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2025.  

 
 

Pasal  1 
 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Jember. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember. 

3. Bupati adalah Bupati Jember. 

4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

6. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember. 

 

Pasal  2 
 

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, 

Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah yang semula bernilai Rp 4.374.262.622.025,00 (empat triliun 

tiga ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus 

dua puluh dua ribu dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar 

Rp35.462.214.978,34 (tiga puluh lima miliar empat ratus enam puluh dua juta dua 

ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah tiga puluh 

empat sen) maka jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar 

Rp4.409.724.837.003,34 (empat triliun empat ratus sembilan miliar tujuh ratus 

dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga rupiah tiga puluh 

empat sen); 
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b. Belanja Daerah yang semula bernilai Rp4.686.513.841.642,25 (empat triliun enam 

ratus delapan puluh enam miliar lima ratus tiga belas juta delapan ratus empat 

puluh satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah dua puluh lima sen) 

bertambah sebesar Rp279.376.677.415,85 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar 

tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus 

lima belas rupiah delapan puluh lima sen) maka jumlah Belanja Daerah setelah 

perubahan sebesar Rp4.965.890.519.058,10 (empat triliun sembilan ratus enam 

puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan belas ribu 

lima puluh delapan rupiah sepuluh sen) dengan mengalami defisit setelah 

perubahan sebesar Rp556.165.682.054,76 (lima ratus lima puluh enam miliar 

seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima puluh 

empat rupiah tujuh puluh enam sen); 

c. Pembiayaan Daerah yang terdiri dari: 

1. Penerimaan pembiayaan yang semula bernilai Rp317.251.219.617,25 (tiga 

ratus tujuh belas miliar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan 

belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah dua puluh lima sen) bertambah 

sebesar Rp243.914.462.437,51 (dua ratus empat puluh tiga miliar sembilan 

ratus empat belas juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus tiga 

puluh tujuh rupiah  lima puluh satu sen) maka jumlah Penerimaan Pembiayaan 

setelah perubahan sebesar Rp561.165.682.054,76 (lima ratus enam puluh satu 

miliar seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima 

puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen); dan 

2. Pengeluaran pembiayaan yang bernilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 

tidak ada penambahan dan pengurangan, maka jumlah Pengeluaran 

Pembiayaan setelah perubahan tetap bernilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah). 

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan sebesar Rp556.165.682.054,76 (lima 

ratus lima puluh enam milyar seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan 

puluh dua ribu lima puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen) dengan sisa lebih 

Pembiayaan Anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

 

 

Pasal 3 
 

Uraian lebih lanjut penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, meliputi: 

a. Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I; 

b. Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; 

c. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran III; 

d. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; 




